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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Implementasi Kebijakan

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat
bervariatif bentuknya. Dunn (1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk ‘tidak bertindak)
guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Dye (1989:2) menyatakan bahwa kebijakan” publik adalah apapun yang
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataG ‘tidak”dilakukan. Selanjutnya James
Anderson dalam Dye (1989:2) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah
tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi' masalah atau suatu persoalan. Di samping
itu kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih
berhubungan (termasuk keputiisan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan
atau kantor-kantor perherintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas)
yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya
terkandung konflik diantara kelompok masyarakat (Dunn, 1994:63-64).

Beberapa konsep kebijakan publik tersebut, pada dasamya memandang
kebijakan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan. Hal yang
sama dikemukakan oleh Wahab (1997:4) yakni serangkaian keputusan yang saling
berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik

9
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berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam
situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-
batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Salusu (1996:63) mendefinisikan implementasi sebagai  seperangkat
kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu
dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian
sasaran i, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu
sasaran tertentu. Higgins dalam Wahab (1997:6) menyatakan bahwa implementasi
adalah kegiatan iﬁ menyentuh semua jajaran manajepren ‘milai dari manajemen
puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan
baik dari institusi pemerintah maupun_swasts atan kelompok masyarakat yang
diarahkan oleh keinginan untuk meficapai fujuan sebagaimana dirumuskan di dalam
kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program, ‘dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian
inplementasi kebijakan, mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul  sesudah ) diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk
mengadministrasikannya maupun akibat’dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan
ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi
sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tuuan-tujuan yang pada

akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.
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a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan
Kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam implementasi program-
program pemerintah meliputi beberapa aspek seperti:
1) Kesukaran teknis

Tujuan suatu program pemerintah akan tercapai bila telah
terpenuhi sejumlah persyaratan teknis antara lain kemampuan untuk
mengembangkan indikator-indikator prestasi kerja, prinsip-prinsip
hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Sebagai contoh
kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi”pemerintah
dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak“-banyak hambatan-
hambatan teknis sehingga tujuan kebijakan'térsebut dapat direalisasikan
dengan mudah.

Keberhasilan suatu program’ perlu pula ditunjang dengan
teknologi tertentu. Permasalahan akan dapat dikendalikan apabila
tersedia teori yang manipu menjelaskan hubungan antara perubahan
perilaku dengan pemecahan masalah, persyaratan teknologi dipenuhi
dan tindakanwrntuk mengatasi masalah tidak mahal.

2) Keragaman perilaku yang akan diatur

Berbagai pelayanan masyarakat ditandai dengan beranekaragam-
nya perilaku anggota masyarakat sehingga semakin sulit membuat
peraturan kebijakan yang jelas dan tegas. Konsekuensinya, semakin
besar kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat di lapangan,

dapat berakibat menimbulkan perbedaan mendasar dalam tingkat
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keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian permasalahan
masyarakat dapat dikendalikan apabila variasi/perbedaan perilaku yang
menyebabkan timbulnya masalah relatif kecil.
3) Prosentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah pen-duduk
Pada umumnya semakin kecil dan semakin jelas kelompok
sasaran yang akan diubah akan semakin besar peluang memobilisasikan
peluang dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan
lebih terbuka peluang tercapainya tujuan kebijakan, Permasalahan akan
mudah dikendalikan apabila kelompok sasaran merupakan bagian kecil
dari totalitas penduduk suatu wilayah.
4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang dibafapkan
Modifikasi yang diinginkan” adalah fungsi dari jumlah total
kelompok sasaran dan jumlah “perubahan yang dituntut dari mercka
maka akan tercapai tujuan formal kebijakan. Masalah yang dapat
dikendalikan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang

diinginkan terrndsuk dalam klasifikasi ‘sedang’.

b. Kemanipuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses
implementasi

Cara pembuat kebijakan berperan cukup berarti untuk mencapai

tuyjuan kebijakan dengan upaya memberdayakan wewenang yang mereka

miliki untuk menstrukturkan proses implemntasi secara tepat. Suatu

kebijakan baik berupa Undang-Undang maupun peraturan pelaksananya
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dapat menstrukturkan proses implementasi dengan menjabarkan tujuan-
tujuan formal yang kemudian diseleksi oleh lembaga/instansi yang tepat
untuk mengimplementasikannya. Isi kebijakan harus memberi kewenangan
dan dukungan dana pada lembaga/institusi yang dapat mempengaruhi
orientasi kebijakan kepada pejabat/pelaksana dengan memberi kesempatan/
memberdayakan pihak-pihak swasta dalam proses implementasi. Beberapa
aspek yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:
1) Kecermatan dan kejelasan jenjang tujuan yang akan dicapai
Rumusan tujuan kebijakan disusun secara, cermat, jelas dan
sesuai dengan urutan kepentingannya akan berperan sebagai pedoman
bagi pejabat pelaksana maupun sebagai dlat bantu untuk mengevaluasi
program dan juga sebagai dukungdn\bag) pencapaian tujuan kebijakan
itu sendiri. Tujuan yang tersusuii secara jelas merupakan sumber segala
tindakan bagi para aktor/ pelaku yang terlibat baik yang berada di dalam
maupun di luariembaga/instansi. Dalam praktek apabila terjadi
perbedaan persepsi mengenai output lembaga/instansi pelaksana dengan
apa yang lertuang dalam tujuan kebijakan, maka pelaksana kebijakan
harus mengembalikannya kepada rincian tujuan dikaitkan dengan
keseluruhan  konteks isi kebijakan. Peraturan yang akan
diimpelementasikan oleh lembaga/instansi pelaksana harus secara jelas
dan konkrit mencantumkan ketentuan-ketentuan sebagai skala prioritas
dalam program yang akan dilaksanakan oleh lembaga/ instansi yang

bersangkutan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40987 . pdf

2) Keterandalan teori kausalitas yang digunakan

Secara implisit dalam tujuan kebijakan memuat teori kausalitas
yang menjelaskan bagaimana tujuan kebijakan diupayakan akan dicapai,
Syarat-syarat yang diperlukan yaitu hubungan timbal balik antara
campur tangan pemerintah dan tercapainya tujuan program dapat
dipahami secara jelas oleh para pejabat yang bertanggung jawab
mengimplementasikan program dari sejumlah mata rantai pencapaian
tujuan.

3) Ketepatan alokasi sumber dana

Tersedianya dana pada tingkat ambang ‘baias tertentu sangat
diperlukan, agar peluang untuk mencapai tujan formal tercapai.

4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara instansi/ lembaga
pelaksana

Koordinasi di lingkungan lembaga/instansi sulit diwujudkan,
oleh karena itu setiap/peraturan perundang-undangan harus mampu
mengatur keterpaduan hirarhi instansi/lembaga pelaksana schingga
implementasi ‘kebijakan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari lembaga/instansi pelaksana
suatu peraturan yang jelasan dan konsisten dapat menciptakan
kepatuhan kelompok sasaran dan juga dapat mempengaruhi proses
implementasi dengan cara menggariskan ketegasan peraturan bagi

pembuat keputusan lembaga/instansi pelaksana.
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6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang terdapat dalam peraturan
Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dalam upaya
mengubah kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan,
sangat diperlukan kesepatakan terhadap upaya pencapaian tujuan
tersebut.
7) Akses formal dari pihak luar
Para pelaku (aktor luar) dapat mempengaruhi implementasi
kebijakan tergantung pada sejauhmana peluang-peluang diberikan

kepada mereka.

c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik—terhadap keseimbangan
dukungan bagi pencapaian tujuan sebagaimana termuat dalam keputusan
kebijakan.

Quiput kebijakan dan lembaga/instansi pelaksana pada hakekatnya
adalah fungsi dari intergksi-antara stuktur hukum dan proses politik. Dalam
hal suatu keputusan kebijakan yang hanya sedikit memberikan pedoman
hukum akan ‘membuat tindakan pejabat pelaksana kebijakan selalu
bergantung pada faktor luar (eksternal). Suatu keputusan kebijakan yang
dirumuskan dengan cermat dengan mempergunakan sumber hukum yang
memadai dapat membekali pejabat pelaksana bsesuasi dengan arah
kebijakan yang telah ditentukan. Keputusan kebijakan semacam ini dapat

mengantisipasi perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada wilayah
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yang luas dan kondisi yang berbeda. Beberapa aspek yang berkaitan dengan
hal tersebut adalah :
1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
Perbedaan wilayah, kondisi, waktu, sosial, ekonomi dan
teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan. Kondisi
sosial, ekonomi dan teknologi merupakan variabel eksternal kunci yang
dapat mempengaruhi output kebijakan institusi/lembaga pelaksana.
2) Dukungan publik
Variabel eksternal lainnya adalah dukungan, publik-‘yang dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada “sistem politik yang
demokratis publik dapat mempengaruhi\implémentasi dengan cara
pendapat umum melalui media masa, publik opini dan isu-isu yang
berkembang atau pengamatan penidapat umum (public opinion polls).
3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
Pengaruh langsung yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan melalui” komentar-komentar atau pendapat atas keputusan
kebijakan, yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, sedangkan
penigaruh” tidak langsung melalui pengumpulan pendapat, himbauan

yang mereka sampaikan pada institusi/ lembaga pembuat kebijakan.
4) Dukungan dari instansi/lembaga atasan yang berwenang

Pimpinan instansi/lembaga atasan atasan dari pelaksana dapat

memberikan dukungan terhadap tujuan implementasi kebijakan melalui
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pengawasan/kontrol dan perubahan-perubahan formal sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Pengawasan mengacu pada interaksi antara
badan pelaksana dengan lembaga atasannya atau badan pengawasan
eksternal.
5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana
Output kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel bahan-bahan
pelaksana. Hal ini berarti bahwa kesepakatan para pejabat instansi
pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan kebijakan, Kesepakatan
tersebut paling tidak ada 2 (dua) komponen, yaiti a) para pejabat
pelaksana harus dapat menentukan skala prioritas.tujuan kebijakan, b)
kemampuan pejabat pelaksana untuk menjangkau pencapaian tujuan

dalam kondisi normal dengan memaniaatkan

Pentahapan dalam proses implementasi dapat ditinjau sesuai dengan urutan
sebagai berikut:
a. Output kebijakanidafi bahan instansi/lembaga pelaksana.
b. Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.

¢. Dampak nyata output kebijakan instansi/lembaga pelaksana.
Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, Dunn (1995;610) menyajikan

suatu tabel kriteria evaluasi yang didalamnya memuat tipe kriteria, pertanyaan yang

perlu diajukan serta ilustrasinya. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi

TIPEKRITERIA | = PERTANYAAN | ILUSTRASI

EFEKTIV!TAS -} Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? | Unit pelayanan

. . Unit biaya
- | Seberapa banyak usaha diperlukan umtuk .
EFISIENST . ) o Manfaat bersih
: e mencapai hasil yang diinginkan? o
Rasio biaya-manfaat

S .| Apakeh  hasil  kebijakan = memuaskan
RESPONSIBILITAS | kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-
o 1 kelompok tertentu ?

Konsistensi dengan

survai

| Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar- | Programpublik harus

KETEPATAN - e _
' : benar berguna atau bernilai ? merata dap éfisien

Sumber : Dunn (1995)

Berbagai teori terscbut tersebut, yang menipakan kondisi yang diharapkan
atau bersifat normatif, selanjutnya dipergunakan untuk melihat kondisi nyata di

lapangan sebagaimana terlihat pada data implemeéntasi kebijakan BOS.

2. Faktor yang Mempengaruli Implementasi Kebijakan

Bertitik tolak dari\kerangka teori beberapa ahli, maka peneliti mencoba
menghubungkan antara obyek penelitian implementasi kebijakan dengan variabel
yang dikemukakan beberapa ahli studi implementasi kebijakan, Kesimpulan yang
diperoleh adalah terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat
kinerja implementasi kebijakan, yaitu : kewenangan (authority), sumber daya

(resources), sikap (commitment) (Wibawa, 1994:19).
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Hubungan variabel kewenangan, sumber daya, sikap sebagai variabel
independen terhadap kinerja implementasi kebijakan pengelolaan perikanan lebak
lebung, akan dijelaskan melalui uraian berikut :

a, Kewenangan

Wewenang adalah dasar atau pondasi tempat manajemen melakukan
kegiatan-kegiatannya guna mempengaruhi aktivitas para bawahan pada jenjang
hirarki organisasi, Wewenang bersumber dari peraturan-peraturan, norma-
norma’ketentuan-ketentuan yang memberikan kejelasan tentang ruang lingkup
(scope) dan yang membatasi dalam pelaksanaannya.

Wewenang yang dijalankan manajemen _pemerintah adalah alat
kekuasaan politik yang telah ditetapkan kompeténsi-logis guna meningkatkan
pelayanan publik. Wewenang sangat diperfukan’guna merealisasikan tujuan-
tujuan pemerintah yang dipercayakan Kepada aparat administrasi, tanpa
wewenang sulit bagi organisasi, urituk ‘mencapai tujuan. Di dalam wewenang
terkandung kewajiban untik, melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap
hasil karyanya. Kekuasaan dalam wewenang bukan berarti dapat bertindak
semaunya melairikan pada hal-hal yang bersifat pengarahan agar sesuai dengan
koridor peraturan, akan tetapi didalamnya juga terkandung kuasa untuk bertindak
bila menemukan penyelewengan (Grindle dalam Wibawa, 1994:22).

Dalam sistem pemerintahan, manajemen tingkat atas memberikan
wewenang kepada manajemen bawah untuk melaksanakan suatu urusan tertentu.
Pelimpahan wewenang ini dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis,

eksplisit atau implisit. Untuk birokrasi pemerintahan wewenang diberikan secara
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tertulis agar manajemen bawah memiliki landasan hukum untuk bertindak.
Birokrasi yang efektif memberikan delegasi wewenang (distribution of power)
kepada aparat pelaksananya sesuai dengan tingkatan birokrasi untuk menjalankan
kebijakan. Sebagai scorang manajer pemerintah kabupaten Bupati memiliki
wewenang untuk menjalankan urusan yang dilimpahkan kepadanya dari
pemerintah propinsi. Begitu juga dengan Bupati yang memiliki tugas yang
banyak maka perlu melimpahkan sebagian wewenangnya kepada aparat

dibawahnya

b. Sumber Daya

Isi dan pesan kebijakan dapat diterima‘seCara’cermat dan jelas oleh
pelaksana lapangan namun sulit untuk dimplémentasikan bila kurangnya
ketersediaan sumber daya yang diperlukan, sehingga tidak efektif. Sumber daya
dapat menjadi faktor yang pentirig dalam implementasi suatu kebijakan publik
(Edward dalam Winamo,~1989:95). Sumber daya yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah suiber daya manusia..

Selain ‘itunimplementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya
yang lain, baik yang berupa dana maupun insentif. Kinerja kebijakan akan rendah
apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai
(Wibawa, 1994:20). Adalah kenyataan bahwa motivasi dasar dari kebanyakan
pegawai yang melakukan pekerjaan diluar tugas pokoknya adalah untuk
mendapatkan tambahan penghasilan (insentif). Guna mendorong produktivitas

kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan,
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banyak organisasi memberikan insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang

beriaku bagi pegawai pemerintah.

c. Sikap

Faktor sikap atau komitmen juga turut menentukan keberhasilan
pelaksanaan suatu kebijakan (Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa, 1994:26).
Perubahan sikap pelaksana dan kelompok dalam masyarakat di berbagai wilayah
terhadap tujuan kebijakan dan tindakan aparat pelaksana memainkan peran yang
cukup penting dalam proses implementasi. Dalam kaitan | ini| dilema yang
biasanya dihadapi oleh pejabat publik yang berusaha ustuk mengubah perilaku
dari satu atau lebih kelompok masyarakat adalah bahwa derajat dukungan publik
atas kebijakan berbeda-beda dari waktu ke waktu.

Perubahan sikap pelaksana dan-kelompok masyarakat terjadi apabila
kebijakan yang dijalankan selama ‘ini telah membebani dan membatasi akses
penghidupan mereka, dan secara.alami akan terjadi penolakkan. Tugas yang amat
penting dan para birokréat daerah adalah menjabarkan dukungan yang tadinya
meluas menjadi“\suaty” kekuatan masyarakat yang turut menentukan dalam
keputusan kebijakan. Sebaliknya bagi penentang kebijakan walaupun mereka
ti_dak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan maupun aparat pelaksana,
pada umumnya memiliki sumber-sumber dan insentif untuk ikut campur tangan
dalam proses implementasi.

Rogers dan Bullock dalam Wibawa (1994:35) mengungkapkan bahwa

keputusan seseorang untuk patuh terhadap suatu kebijakan merupakan fungsi dari
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t (1) pelanggaran mudah dideteksi dan dibawa ke pengadilan, (2) adanya sanksi
bagi yang melanggar, (3) sikap kelompok masyarakat terhadap keabsahan

peraturan, (4) ongkos/beban bagi kelompok masyarakat yang patuh.

3. Ukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplemetasikan dilakukan
penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut.
Konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program
yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek.yang berhubungan
dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Cheema dan Rondinelli (1983:31), mengatakan bahwa keberhasilan suatu
kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup pencapaian tujuan,
peningkatan kemampuan pemerintah” di, urit-unit lokal guna merencanakan dan
memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan
partisipasi masyarakat serta péningkatan akses fasilitas pemerintah

Selanjutnya Jackson dan Morgan dalam Wibawa (1994:42) mengemukakan
bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya, yang hendak dicapai. Selain itu Bernadin dan Russe! sebagaimana
dikutip Jones (1991:135) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni
catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan

selama satu periode waktu tertentu.
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Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja atau performansi suatu
program pembangunan selalu dikaitkan dengan aktivitas pencapaian tujuan kebijakan.
Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan aktivitas yang selalu ingin diwujudkan
dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Dengan terwujudnya tujuan yang
ditetapkan itu, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari implementasi kebijakan
tertentu.

Kemudian apabila kinerja dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka
dapat digambarkan bahwa sebuah proyek sebagai kegiatan dari program, agar dapat
menjadi sasaran yang efektif untuk mencapai tujuan, menurut Robert Chambers,
harus disusun dengan prosedur yang sederhana dan luas, serta dapai dipahami dengan
mudah oleh pelaksana (Bryant dan White, 1987:108).

Kinerja menurut Rue dan Byars dalam’Keban(1999) didefinisikan sebagai
tingkat pencapaian hasil “the degree of accomplishment” atau dengan kata lain
kinerja merupakan tingkat pencapaian ‘suatu kebijakan. Wibawa (1994:19)
mengemukakan bahwa kinerja~kebijakan pada dasarmya merupakan penilaian atas
tingkat pencapaian standaratau sasaran kebijakan. Tingkat tercapainya standar dan
tujuan kebijakan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh aktor yang terlibat.

Kesederhanaan prosedur dapat melincinkan jalannya pelaksanaan kebijakan,
Jjuga memungkinkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor.
Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kinerja kebijakan tertentu.

Berhasil tideknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan

dengan yang memiliki fungsi menurut Dunn (1994:62) sebagai berikut :
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a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja
kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat
dicapai melalui tindakan publik.

b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang
mendasari pemikiran tujuan dan target.

€. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya,
temasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapal tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut,
Namun kebijakan publik apapun sebenarmya mengandung resiko untuk gagal.
Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001:21) telah membagi pengeitian kegagalan
kebijakan (policy failure) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu non impleptentation (tidak
terimplementasikan) dan unsuccesfull implementatiop~ (implémentasi yang tak
berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire dalam Wahab
(2001:25) dinamakan sebagai implementation gap, vyaitu suatu istilah yang
dimaksudkannya untuk menjelaskafi_suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan
selalu terbuka kemungkinan ‘ierjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan
(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai
hasil atau prestasi\dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut
sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Walter Williams dalam
Wahab (2001:32) sebagai implementation capacity dari organisasi/ aktor untuk
melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




13/40927.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40947.pdf

Dari gambar tersebut Martin dan Ketmer (1996:23) menjelaskan bahwa

palaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Output (hasil kerja kebijakan) untuk mengukur efisiensi kebijakan, apakah
hasil yang dicapai sesuai dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.

b, Quality output (mengukur kualitas kebijakan) apakah kualitas yang
dilakukan dalam program ini memuaskan kelompok sasaran,

¢. Outcomes (dampak kebijakan) yaitu dampak jangka panjang pelaksanaan
suati kebijakan. Sedangkan efektifitas merupakan policy action yang
diambil atau ditempuh, mampu mencapai policy goal yang diinginkan
karena setiap kebijakan mempunyai tujuan.

Sebagai indikator dari ketiga palaksanaan kebijakamtersebut (output, quality
output dan outcomes) memiliki perbedaan antara safu/$ama lainnya. Lebih lanjut
Martin dan Kettner (1996:25) menyatakan bahwa pelaksanaan kebrjakan terdiri atas
policy goal, policy outcomes dan policy performance (policy output + policy goals).
Apabila policy outcomes jauh dibawah\policy goal, maka policy performancenya
rendah. Akan tetapi bila policy“putcomes jauh lebih tinggi dari policy goals, maka
policy performance (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebihrinci”dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif policy
outcomes itu sendiri terdiri atas : (1) economic benefit, (2) subject well being, (3)
equity, dan (4) integration social. Keempat perspektif indikator pengukuran tersebut
perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti keempat
perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesuai

dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian (Martin dan Kettner, 1996).
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4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Latar Belakang
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan
pemerintah dacrah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3
menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh
peserta didik pada tingkat pendidikan daSar (SD dan SMP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur
dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP
telah mencapai 96,18%,\schingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun
telah tuntas sesuai ‘dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan
OperasionalSekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan
besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Program
BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus
juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain

daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini
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akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan

dasar.

b. Definisi, Tujuan dan Sasaran

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana BOS dimungkinkan
untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia
dan biaya investasi (Suyanto, 2009:3)

Lebih lanjut Suyanto (2009:4) mengatakan bahwa {ujuan umum BOS
adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang benfiutu."5¢dangkan secara khusus BOS
memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

1) Menggratiskan selurah'siswa miskin di tingkat pendidikan

dasar dari beban-biaya operasi sekolah, baik di sekolah
negeri maupun-sekolah swasta

2) Menggratiskan/seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri

terhadap‘biaya ‘operasi sekolah, kecuali pada sekolah
bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf
intetnasional (RSBI)

3) Menngankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di

sekolah swasta

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP
(termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.
Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS

ini.
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Menurut Suyanto (2009:19), dana BOS dapat dipergunakan untuk

beberapa keperluan seperti :

1) Pembelian buku teks pelajaran (BOS Buku)

Sebagian dana BOS harus untuk membeli buku yang
hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumiah
siswa. Harga buku harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET)
yang ditetapkan oleh Depdiknas.

a) SD: buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d

6)

b} SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9)

Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus
terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru.

2} Operasional Sekolah (BOS tunai)

a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru: biaya pendaftaran, penggandagr formulir,
administrasi pendafftaran, dan pendaftaran ulang, serta
kegiiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan

tersebut
b) Pembelian buku referensi ‘untuk dikoleksi di
perpustakaan sekolah

c) Pembiayaan kegiatan . ‘pembelajaran  remedial,
pembelajaran pengayaan; olahraga, kesenian,, karya
ilmiah remaja,” pramuka, palang merah remaja dan
sejenisnya

d) Pembiayaan wvlangan harian, ulangan umum,, ujian
sekolah dan laporan hasil belajar siswa

€) Pembelian bahan-bahan habis pakai

f) Pembiayaan langganan daya dan jasa

g) ‘Pembiayaan perawatan sekolah

hj Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan honorer

t} Pengembangan profesi guru

J) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa
miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi

k) Pembiayaan pengelolaan BOS

1) Pembelian personal komputer untuk kegaiatan belajar
mengajar

m) Setelah komponen 1-10 terpenuhi dana tersisa dapat
digunakan untuk membeli alat peraga, media
pembelajaran, dan lain-lainnya
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Menurut Suryanto (2009:8-9), ada beberapa kriteria yang dalam
penentuan sekolah yang dapat menerima BOS yaitu :

1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri
wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak
BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta
didik, orang tua atau wali peserta didik.

2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional
yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional
atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.

3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan
orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin
kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti
pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan
memungut dana dari orang tua siswa yang mampusdéngan
persetyjuan  Komite Sekolah. Pemday “harus  ikut
mengendalikan dan mengawasi pungutan ‘¥ang dilakukan
oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana
secara transparan dan akuntabel.

6) Sekolah negeri yang sebagian kélasnya sudah menerapkan
sistem sekolah bertaraf RSBF-atau SBI tetap diper bolehkan
memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan
persetujuan Komite Sekalah, serta menggratiskan siswa
miskin,

c¢. Kebijakan Program/BOS FTahun 2009

Kebijakan-dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai
berikut:
1) Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun
mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp
400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan

SMP di kabupaten Rp 570.000.
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2) Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak
Januan 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa
dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.

3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan
SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan
tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

4) Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS
tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.

5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasionsl dari APBD

bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi:

B. Kerangka Berpikir
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuat kerangka berpikir yang digunakan
untuk mengkaji implementasi kebijakan, BOS di kecamatan Belimbing kabupaten

Melawi sebagai berikut ini:
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KESIMPULAN & SARAN

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber : Peneliti (2009)
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C. Definisi Konsep dan Operasional
1. Definisi Konsep
a. Implementasi Kebijakan adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang
dilakukan dalam menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu
dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu.
b. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar

pelaksana program wajib belajar.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitiaiic yang memberitahukan
bagaimana cara mengukur suatu variabel. Déngan kata lain, definisi operasional
adaiah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimaria caranya mengukur suatu variabel.
Definisi ini menunjuk pada suatw informasi ilmiah yang amat membantu peneliti
lain yang ingin menemukan vanabel yang sama. Dengan informasi tersebut,
dapat diketahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan.
Dapat juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan diakukan
atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi, 1989:33 & 46).

Pada penelitian ini ada empat variabel yang akan dianalisis dan dibahas.

Variabel tersebut antara lain ;
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1) Perencanaan BOS
Perencanaan ini melihat dari proses sosialisasi BOS sampai proses
penganggaran dan pengalokasiaan dana BOS mulai dari tingkat sekolah
sampai tingkat pusat.

2) Penyaluran BOS
Variabel ini meliputi proses penyimpanan, pengambilan dan penyaluran
dana BOS yang melalui mekanisme yang telah ditentukan.

3) Penggunaan BOS
Vnabel ini meliputi mekanisme penggunaan, monitoring dan pelaporan,
pemeriksaan dan sanksi terhadap penggunaan dana ROS;

4) Hasil Pelaksanaan BOS
Variabel ini melihat hasil dari pelaksanagn BOS di lapangan dengan
melthat kesesuaian antara perencariaan dengan kebutuhan di lapangan dan
juga melihat respon dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan
BOS im (guru, murid, orang tua, komite sekolah dan juga masyarakat

umum)
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BABIII

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Sutopo (2002), penelitian kualitatif menekankan pada makna dan
lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisa kualitatifnya. Terhadap data
kuantitas, penelitian kualitatif tetap memandang sebagai kuantitas dan harus diolah
dalam pola pikir kuantitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksa untuk
dianalisa secara kuantitatif. Data kuantitas dihitung tidak dengan arahan pembuktian
bagi suatu prediksi tetapi digunakan sebagai fenomens pendukung analisa kualitatif
bagi kemantapan makna sebagai simpulan_ akhir. Penelitian kualitatif lebih
mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kualitasnya tetapi lebih ditentukan oleh
proses terjadinya jumlah (dalam-béntuk angka) dan cara memandang atau
prespektifnya.

Sementara itu juga, Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif
digunakan berdasarkan pertimbangan, 1) menyesuaikan metode kualitatif lebih
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara
langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan 3) metode ini lebih
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

36
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B. Subjek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Belimbing
dengan subjek penelitiannya meliputi :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
2. Kepala Bagian dan Seksi
3. Tim Pelaksana BOS
4. Kepala Sekolah
5. GuruSD
6. Siswa SD
7. Orang tua siswa

8. Masyarakat umum

C. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengurnpulan data dilakukan dengan menggunakan

teknik-teknik sebagai berikut

1. Wawancara, dilakukap terhadap responden yang telah ditentukan untuk
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang
diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kegiatan wawancara
ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan berkunjung ke dinas pendidikan dan
sekolah-sekolah sampel penelitian.

2. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap

obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empink pada hasil
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temuan. Kegiatan observasi ini dilakukan denganpengamatan langsung terhadap
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BOS seperti akademis, nonakademis
dan ekstrakulikuler.

3. Dokumentasi; dilakukan untuk memperoleh data. Data ini diperoleh dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi berupa data tentang anggaran BOS untuk sekolah

di kecamatan Belimbing.

Untuk memberikan keabsahan data penelitian ini, dilakukan triangulasi data.
Menurut Denzin dalam Moleong (2004), triangulasi data dapat,dilakukan dengan
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan feori..Pada penelitian ini
memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi data ~dengan memanfaatkan
pengunaan sumber ini akan membandingkan dan engecek balik derajat kepercayaan
suate informasi yang diperoleh melalui sumber informasi atau data yang berbeda.
Untuk itu penelitian dapat dilakukan dengan jalan :

1. Mengajukan pertanydan lebih dari satu informan

2. Mengecek denganberbagai sumber data.

D. Jenis dan Sumber Data
Pada penelitian ini dipergunakan dua jenis data yaitu
1. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan
kuisioner.
2. Data skunder yang bersumber dari hasil dukumentasi. Data ini terdiri

dan:
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a. Bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
1) Data Statistik Penerima Bantuan, yang benisikan tentang
penerima bantuan tiap sekolah berdasarkan jenjang, status dan
jenis sekolah.
2) Data Hasil Penyerapan Dana Bantuan
3) Data Hasil Monitoring dan Evaluasi
4) Data Penanganan Pengaduan Masyarakat
b. Bersumber dari Sekolah Penerima BOS
1) Data nama-nama siswa miskin
2) Data jumlah dana yang dikelola sekolah-dan.catatan penggunaan
dana
3) Data lembar pencatatan pertariyaan/kfiti/saran

4) Data lembar pencatatan pengaduan

E. Analisis Data dan Bentuk Sajisn Data

Sesuai dengan meldde penclitian dan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam _penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah
dikumpulkan dari_/ lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang
diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan
penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada
teori-teori yang sesuai. Analisa terhadap data-data tersebut dapat disajikan dalam

bentuk tabel, diagram dan grafik.
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F. Operasionalisasi Penelitian

Tabel 3.1.

Opersioanalisasi Parameter

| * Sosialisasi « Wawancara s Kepala dinas # Deskmiptif
o Pendataan sekolah o Kuisioner o+ Kabag&Kasi
¢ Kelengkapan administrasi ¢ Observasi o Tim Pelaksana BOS
sekolah * Kepala sekolah
*RKS / RAPBS tahun lalu dan » Guru
tahun yang akan datang
+ Proposal
» Penyimpanan dana * Wawancara e’Kepaia dinas » Deskriptif
¢ Pengambilan dan Penyaluran » Kuisioner o Kabag&Kasi
dana » Observasi ¢ Tim Pelaksana BOS
o Kepala sekolah
: o Guru
¢ Mekanisme Penggunaan Dana” | » Wawancara » Kepals dinas ® Deskriptif
BOS e Kuisioner o Kabag&Kasi
« Monitoring dan pelaporan » Observasi e Tim Pelaksana BOS
* Pmeriksaan dansanksi ¢ Kepala sekolah
*Gunu
e Siswa
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: o Peserta didik/siswa * Wawancara
» Tenaga Pendidik » Kuisioner

» Kondisi sekolah o Observasi

s Kepala dinas

s Kabag&Kasi

¢ Tim Pelaksana BOS
« Kepala sekolah

» Guru

» Siswa

o Masyarakat

« Deskriptif
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna
mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan
analisis Tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
dalam Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan
Belimbing, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Proses pelaksanaan kebijakan BOS di kecaméatan Belimbing dilakukan dengan

beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahapan perencanaan yaitu proses awal yang dilakukan oleh sekolah dalam
mempersiapkan persydratan dan dokumen administrasi untuk pengajuan
dana BOS. Tahapan ini meliputi proses sosialisasi, pendataan, melengkapi
administrasi sekolah, penyusunan RKS/RAPBS, dan pembuatan proposal.

1) Proses sosialisasi yang dilakukan rangka mempublikasikan
pelaksanaan BOS schingga dapat membantu masyarakat untuk

memahami detail dan teknis dari pelaksanaan progaram BOS.
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2) Pendataan terhadap sekolah dan siswa yang berhak mendapatkan
bantuan BOS untuk mempermudah proses penganggaran ditingkat
pusat.

3) Kelengakapan administrasi ini sangat berguna untuk mengetahui
data-data siswa yang memperoleh bantuan dan dapat berfungsi
sebagai alat mintoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan
dilakukan selama menerima bantuan BOS

4) Penyusunan RKS dan RAPBS sekolah memasukan program BOS
sebagai salah satu program kegiatan yang harus‘dilaksanakan.

5) Proposal permohonan bantuan BOS mefgganibarkan kondisi yang
sebenarnya dari sekolah calon penerimd bantuan dan layak untuk
mendapatkan bantuan tersebut,

b. Tahapan penyaluran BOS. Pada“tahapan ini dana BOS yang diterima
masing-masing sekolali, di-Kecamatan Belimbing dimasukan ke rekening
milik sekolah bukan rekening pribadi. Proses pengambilan dilakukan secara
bertahap sétiap 3 bulanan kemudian disalurkan sesuai dengan anggaran yang
dibuat.

c. Tahapan penggunaan dana BOS. Pada tahapan ini sekolah-sekolah penerima
di kecamatan Belimbing menggunakan dana tersebut sesuai dengan
mekanisme yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaanya perlu dilakukan

monitoring dan pengawasan secara efektif dan terpadu yang melibatkan
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beberapa pihak seperti dari tim manajemen BOS Kabupaten Melawi, sekolah
yang bersangkutan dan dari masyarakat umum.

d. Hasil pelaksanaan BOS. Dampak pelaksanaan BOS di kecamatan Belimbing
ini berpengaruh terhadap:

1) Berkurangnya siswa putus sekolah. Di sekolah amatan tahun 2003
siswa putus sekolah berjumlah 18 orang dan pada akhir tahun 2008
tidak ada siswa yang putus sekolah.

2) Meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bidangrya melalui
kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga (5 sekolah), kesenian 95
sekolah), Karya Iimuah Remaja (1 sekolah), Palang Merah Remaja (2
sekolah) dan pramuka (5 sckolah)

3) Meningkatnya profesionalisme.guru melalui kegiatan pelatihan,
KKG/MGMP dan KKKS/MKK.

4) Terawatnya fasilitas-sekolah dengan adanya kegiatan pengecatan (5
sekolah)~perbaikan pintu jendela (3 sckolah), perbaikan mebeler (3
sekolah) dan perbaikan sanitasi (2 sekolah)

Hasil dari pelaksanaan BOS (tahapan perencanaan, penyaluran, penggunaan dan
hasil) di Kecamatan Belimbing ini telah sesuai dengan prinsip implementasi
kebijakan yang meliputi beberapa aspek.

1. Aspek Efektivitas yang terlihat dari penyaluran dan penggunaan dana BOS di

setiap sekolah diarahkan dapat tepat sasaran.
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2. Aspek Efisiensi yang terlihat dengan usaha sekolah-sekolah di Kecamatan
Belimbing yang berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan
dana BOS mulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan sampai pembuatan
proposal.

3. Aspek Responsibilitas yang terlihat dari pelaksanaan BOS untuk memenuhi
segala kebutuhan sekolah penerima BOS.

4. Aspek Ketepatan yang terlihat dari hasil pelaksanaan BOS yang tepat sasaran,

bermanfaat dan sesuai dengan keinginan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BOS di kecamatanBelimbing adalah
a. Faktor Kewenangan. Faktor ini menempatkanperanan kepala sekolah
sebagai seseorang yang diberi kewenangan dalam memimpin, mengelola dan
mengatur kebijakan pelaksanaan BOS:di’sekolah masing-masing.
b. Faktor sumber daya. Faktorini‘berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki
setiap individu dalanvmenjalankan suatu kebijakan BOS.
c. Faktor Pengawasan) Faktor pengawasan ini berperan dalam mengawasi

pelaksanaan' BOS dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
B. Saran-saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.
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1. Pada proses pelaksanaan BOS

a. Pada tahap perencanaan hendaknya sekolah membuat kelengkapan
administrasi, pendataan, RKS/RAPBS dan pembuatan proposal disesuaikan
dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga anggaran yang diperoleh akan
sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada tahapan penyaluran dana BOS
hendaknya setiap sekolah melibatkan satu atau beberapa orang yang terlibat
dalam penyaluran dana BOS dari pemerintah. Tugasnya untuk memonitoring
dana yang masuk dan membuat laporan kepada pihak sekolah.

b. Pada tahap penggunaan dana BOS diharapkan setiap sékolah fetap mengacu
terhadap RKS/RAPBS yang telah dibuat schinggadana BOS yang turun setiap
triwulan akan cukup untuk membiayai kegidatan sclama triwulan tersebut.

¢. Pada tahap pelaksanaan diharapkan-dana’BOS yang diterima memberikan
manfaat terhadap siswa, gurn ‘dan‘juga sekolah. proporsi untuk ketiganya
disesuaikan dengan kebutukian sekolah masing-masing.

2. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan BOS ada beberapa hal yang harus
dilakukan, antara jain:

a. Setiap Kepala Sekolah harus dapat memimpin, mengelola dan mengatur
pelaksanaan BOS di sekolah masing-masing. Kepala sekolah dapat dibantu
oleh beberapa orang guru dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan BOS hendaknya dilakukan secara rutin

oleh tim manajemen BOS. Tim manajemen BOS juga harus dapat
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mengakomodir laporan-laporan yang disampaikan orang tua siswa dan juga

masyarakat umumn terkait dengan pelaksanaan BOS.
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PEDOMAN WAWANCARA
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

DAFTAR PERTANYAAN
A. Perencanaan BOS

1. Bagaimana Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing?

2. Bagaimana gambaran proses pendataan terhadap sekolah\dan siswa calon
penerima bantuan BOS?

3. Bagaimana gambaran proses kegiatan melengkapi administrasi sekolah
untuk memenuhi persyaratan bantuan BOS?

4. Bagaimana pelaksanaan pembuatan>RKS/RAPBS yang mengikutsertakan
program BOS sebagai salah-satu program kerja?

5. Bagaimana proses pefnbuatan proposal pengajuan permohonan pengajuan

bantuan BOS?

B. Penyaluran BOS
1. Bagaimana proses penyimpanan dana BOS?
2. Bagaimana prose pengambilan dan penyaluaran dana BOS terhadap setiap

kebutuhan di masing-masing sekolah?
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C. Pengunaan dana BOS
1. Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di kecamatan Belimbing?
2. Bagaimana proses monitoring dan pelaporan terhadap setiap penggunaan dana
BOS?
3. Bagaimana proses pemeriksaan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan

penyimpangan dana BOS?

D. Hasil Pelaksanaan BOS
1. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap peserta didik/siswa?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap tenaga pendidik?

3. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap kondisi-sekolah?

E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaaa BOS
1. Bagaimana faktor kewenangan dapat menipengaruhi pelaksanaan BOS?
2. Bagaimana faktor sumber daya-dapat mempengaruht pelaksanaan BOS?

3. Bagaimana faktor pengawasan dapat mempengaruht pelaksanaan BOS?
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REKAPITULASI HASIL WAWANCARA
PROSES PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

DAFTAR PERTANYAAN
A. Perencanaan BOS

1. Bagaimana Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing?

s “Proses sosialisasi pelaksanaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang
pelaksanaan BOS serta tujuan dan sasaran yang akan di capai” fwawancara
dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

s “Program BOS yang dicanangkan pemerintah dapat dergan mudah terdengar
di masyarakat umum karena peran media masa dan“élektronik. Namun detail
dan teknisnya belum semua masyarakat mengetahuinva. Oleh karena itu, periu
dilakukan proses sosialisasi untuk menyampdikan’ detail dan teknisnya di
lapangan” (wawancara dengan Manajer fimpelaksana BOS tanggal 6 Januari
2010)

= “Sosialisasi yang dilakukan pemeriniah dapat membantu kami mempersiapkan
persyaratan dan kebutuhan wuntuk niengikuti program BOS tersebut. Karena
persyaratan untuk mengikuti-peloksanaan BOS tersebut memeriukan persiapan
yang maiang dan akad memdkan waktu” (wawancara dengan Kepala Sekolah
Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)

= “Detail dan teknis pelaksanaan BOS dapat kami pahami setelah ada proses
sosialisasi_ ‘yang/~ dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami dapat
mempersiapkay persyaratan untuk mengikutinya” (wawancara dengan Guru
SD negeri/di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

2. Bagaimana gambaran proses pendataan terhadap sekolah dan siswa calon
penerima bantuan BOS?

» “Tahapan yang dilakukan setelah proses sosialisasi adalah pendataan sekolah
dan siswa yang berhak mendapatkan bantuan BOS. Data ini diperlukan untuk
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pengajuan ke tingkat pusat untuk dianggarkan” (wawancara dengan tim
pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

s “setelah proses sosialisasi dilakukan kami langsung memlakukan pendataan
terhadap sekolah yang layak menerima bantuan BOS fersebut utnuk kemudian
di laporkan untuk ditindaklanjuti” (wawancara dengan Kabag di Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

s “Setelah sekolah kami dinyatakan sebagai salah satu sekolah calon penerima
bantuan BOS, maka kami lalu melakukan pendataan terhadap siswa yang layak
untuk mendapatkan bantuan BOS tersebul” (wawancara dengan Kepala
Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

» “Pendataan terhadap siswa yang layak mendapatkan bantuan BOS kami
lakukan setelah ada instrulsi yang menyaiakan bahwa sekolah kami berhak
mendapat BOS. Pendataan tersebut diperlukan untuk kebutishan rencana
penganggaran alokasi dana” (wawancara dengan Guru SD  hegeri di
Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

3. Bagaimana gambaran proses kegiatan meléngkapi’ administrasi sekolah

untuk memenuhi persyaratan bantuan BOS?

“Pihak sekolah calon penerima bantuan BOS hendaknya melengkapi semua
persaratan termasuk kelengkapan, administrasi sekolah. Hal ini dapat
membantu tim jika ada pertanyaon berkaiton dengan data-data administrasi
sekolah dan siswa” (wawancard dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari
2010)

» “Kelengakapan administrasi sekolah salah satu persyaratan untuk menerima
bantuan BOS.\Kelengkapan administrasi ini dipergunakan untuk melenghapi
data-data “yang belum dilengkapi” (wawancara dengan Kasi di Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

» “Kelengakapan administrasi dapat menampung data-data siswa yang akan
mendapatkan BOS. Kelengkapan adminisirasi ini tidak hanya berfungsi sebagai
pelengkap persyaratan tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap pelaksaan
BOS” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari
2010

» “Setelah proses sosialisasi dan melengkapi data-dala maka tahapan
selanjutnya adalah proses melengkapi administrasi biak yang dibutuhkan
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maupun yang tidak dibutuhkan” (wawancara dengan Guru SD negeri di
Kecamaian Belimbing tanggal 9 Januari 2010)

4. Bagaimana pelaksanaan pembuatan RKS/RAPBS yang mengikutsertakan
program BOS sebagai salah satu program kerja?

»  “Untuk menjadikan progam BOS sebagai program yang harus dilaksanakan
oleh pihak sekolah maka dapat dimasukan kedalam RKS'RAPBS 1ahun
berjalan” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010}

» “Program BOS merupakan program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
pihak sekolah yang meneriama bantuan BOS. Sama seperti program kegiatan
sekolah lainnya maka program BOS harus juga masuk ke ddalem RKS dan
RAPBS sekolah penerima BOS tersebut” (wawancara dengani Kabag di Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

» “Perencanaan RKS dan RAPBS periu memasukan progam BOS sebagai salah
satu program kegiatan yang harus dilaksanakan{ Dengan dimasukan Program
BOS ini akan menunjukan keseriusan sekolah ‘uniuk melaksanakan dan
menyalurkan bantua BOS yang diterima. Dan ini menjadi bukti tertulis kepada
Dinas Pendidikan selain bukti-bukti~yang telah ada bersamaan dengan
turunnya bantuan BOS” (wawancara dergan Kepala Sekolah Penerima BOS
tanggal 8 Januari 2010)

» “Dengan memasukan program\BOS kedalam RKS dan RAPBS menjadi bukti
keseriusan pihak sekolah menjalankan program BOS untuk kemajuan dunia
pendidikan kita sekardng ini” (wawancara dengan Guru SD negeri di
Kecamatan Belimbing tariggal 11 Januari 2010)

5. Bagaimdna proses pembuatan proposal pengajuan permohonan pengajuan
bantuan BOS?

»  “Setelah sekolah yang bersanghkutan dinyatakan layak sebagai calon penerima
bantuan BOS, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat
dan mengajukan proposal permohonan penerimaan bantuan BOS ke pada kami
tim pelaksana BOS kabupaten Melawi untuk kami tindaklanjuti” (wawancara
dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 201())
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» “Jika pihak sekolah merasa sanggup dan bersedia melaksanakan program BOS
maka pihak sekolah dapat mengajukan proposal permohonan ke tim yang telah
ditunjuk dan dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi” (wawancara
dengan Kabag di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari
2010)

= “Penyusunan proposal pengajuan permohonan bantuan BOS dibuat dengan
melampirkan fakta-fakia yang mendukung untuk layak menerima bantuan BOS
tersebut seperti gambaran kondisi siswa miskin, kondis sarana dan prasarana,
kualitas tenaga pendidik, dan gambaran-gambaran lainnya” (wawancara
dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

*  “Pembuatan proposal merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk sekolah
yang dinyatakan layak menerima bantuan BOS karena keadaan kondisi sekolah
seperti kondisi siswa, guru dan sarana dan prasarana belajar mengajar”
(wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbingrtanggal 11
Januari 2010)

B. Penyaluran BOS
1. Bagaimana proses penyimpanan dana BOS?

« “Dana BOS yang masuk ke sekolah disimpan di rekening bank masing.masing
sekolah. Dan rekening tersebus bukan atas nama pribadi tetapi harus atas
nama sekolah. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap penggunaan
dana BOS yang mennyimpang, dan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok
orang.” (wawancara déengarviim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

= “Untuk mempermudahpenyaluran dana BOS maka dana BOS akan dimasukan
ke rekening sékelah, Dengan melalui rekening makan penyaluran dana BOS
akan tepat ‘sasaran karena jika dana ftersebut diberikan secara tunai
dikhawalirkan akan terjadinya pungutan yang tidak diinginkon. Penggunaan
rekening.ini juga dapat membantu untuk memonitor penggunaan dana BOS
tersebut nantinya” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Melawi tanggal 4 Januari 2010)

s “Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekolah bukan
rekening kepala sekolah atau salah seorang guru sehingga akan sangat
membantu bagi kami untuk mengontrol pengambilan dan penggunaan dana
BOS tersebut. Akibatnya pengambilan dan penggunaan dana BOS dilakikan
secara Secara transparan dan dapat diketahui umum.” (wawancara dengan
Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari 2010)
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= “Pengelolaan dana BOS akan semakin terbuka dan transparan karena semua
dana yang masuk ke pihak sekolah melalui satu rekening yaitu rekening atas
nama sekolah bukan perorangan atau individu.” (wawancara dengan Guru SD
negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 9 Januari 2010}

2. Bagaimana prose pengambilan dan penyaluaran dana BOS terhadap setiap
kebutuhan di masing-masing sekolah?

» “Proses pengambilan dan penyaluran dana BOS untuk setiap sekalah baik itu
di Kecamatan Belimbing maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Melawi
telah diatur oleh pemerintyah pusat melalui tim majemen BOS baik itu ditingkat
pusat maupun di tingkat sekolah..” (wawancara dengan tim pelaksana BOS
tanggal 6 Januari 2010)

s “Prosedur dan mekanisme pengambilan dan penyaluran dana BOS tidak
memeriukan prosedur yang rumit. Karena dana BOSyang. dikirim ke masing-
masing sekolah langsung masuk ke rekening sekolah'dan tidak ada potungan
sepeserpun. Dana yang masuk ke rekening sekolah/disesuaikan dengan jumiah
murid penerima yang diajukan sebelumnya olelf sekalah.” (wawancara dengan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawitanggal 4 Januari 2010)

s “Dana BOS yang kami terima langsung masuk ke rekening sekalah yang kami
milila. Kemudian dana BOS tersebut segera kami pergunakan sesuai dengan
rencana yangh telah kami buat” sebelumnya sesuai dengan RAFPBS.”
(wawancara dengan Kepala Sexkolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

» “Dana BOS yang diterima olah sekolah dipergunakan untuk kepentingan dan
kemajuan sekolah. “\Penggunaannya juga sesuai dengan rencana kegiatan dan
anggaran yangtelah disetujui dan diajukan oleh pihak sekolah ke tim BOS baik
kabupaten_maupwnt propinsi. Dan pelaksanaanya juga diawasi bersama baik
oleh pihak sekolah maupun masyarakat.” (wawancara dengan Guru SD negeri
di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

C. Pengunaan dana BOS
1. Bagaimana mekanisme penggunaan dana BOS di kecamatan Belimbing?

s “Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan rencana
anggaran dan belanja yang telah disepakati baik oleh tim manajemen BOS
sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Dan rencana anggaran tesebui juga
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telah mendapatkan persetujuan dari tim manajemen kabupaten maupun
propinsi.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

» “Dana BOS yang diberikan kesetiap sekolah penerima harus dipergunakan
untuk kepentingan sekolah tersebut sehingga pihak sekolah diharuskan
membuat rencana anggaran atau RAPBS yang melibaikan semua guru dan juga
komite sekolah sehingga penggunan dana BOS akan tepat sasaran sesuai
dengan yang dibharapkan” (wawancara dengan Kepala Bagian Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

» “Dana BOS yang kami terima bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di sekolah kami baik itu kualitas siswa, guru maupun sarana dan
prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.” (wawancara dengan Kepala
Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

v “Setahu kami penggunaan dana BOS diarahkan dalam (rangka untuk
peningkatan kualitas pendidikan di sekolah penerima. Oleh karena itu, dalam
usulan rencana dan kegiatan untuk memanfaatan dana BOS periu ditekankan
untuk pelaksanaan kegiatan yang selalu berusaha untuk pepgingkatan kualitas
pendidikan” (wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing
tanggal 11 Januari 2010)

2. Bagaimana proses monitoring dan pelaporan terhadap setiap penggunaan dana
BOS?

»  “Dari hasil monitoring-erhadap program pelaksanaan BOS baik itu pada saat
penyaluran maupun pasca penyaluran dana BOS, kami menemukan beberapa
permasalahan di\ laparigan seperti ketidaksesuaian antara rencana angaran
dengan progam-kegiatan yang akan dilaksanakan, banyaknya kegiatan fiktif
kegiatan danmunculnya yang tidak direncanakan” (wawancara dengan tim
pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

» “Kami banyak menerima laporan dari tim manajemen BOS menegenai
banyaknya terjadi penyimpangan selama pelaksanaan program yang
menggunakan bantuan BOS. Penyimpongan ini dapat teridentifikasi karena
adanya pengawasan dari tim manajemen BOS.” (wawancara dengan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

»  “Selama pelasksanaan BOS ini beberapa kali ditemukan adanya penyimpangan
di lapangan. Penyimpongan ini kami ketahui dari hasil laporan pengaduan
masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan BOS ini,
Setiap laporan penyimpangan yang kami terima segera kami respon dan kami
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cari pokok permasalahannya untuk kemudian kami cari solusinya” (wawancara
dengan tim pelaksana BOS tanggal 7 Januari 2010)

» “Pelaksanaan BOS tidak hanya menjadi tanggung jawab tim pelaksana BOS
baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat yang lebih tinggi tetapi menjadi
langgung jawab bersama termasuk masyarakat luas. Masyarakat dapat
berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan BOS dan mempunyai hak
untuk  menyampaikan masukan dan melaporkan setiap  terjadinya
penyimpangan.” (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Melawi tanggal 9 Januari 2010)

» “Pelaksanaan BOS di sekolah kami dapat berjalan dengan baik dengan hasil
yang memuaskan karena adanya peran serta berbagai pihak termasuk
masyarakat umum yang selalu mengawasi dan memberikan masukan selama
proses pelaksanaan BOS ini.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima
BOS tanggal 8 Januari 2010)

= “Keterlibatan masyarakat sangat membantu kelancaran, pelaksanaan BOS
karena masyarakat selalu mengawasi pelaksanaan BOS dan/sélalu memberikan
masukan guna kelancaran pelaksanaan BOS ini” fwavancara dengan Guru SD
negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

= “Kami sangail senang dengan kesempaian yang diberikan kepada kami untuk
mengawasi pelaksanaan BOS disekolah yang ada di Kecamatan Belimbing ini.
Dengan keterlibatan kami dalam mengawasi pelaksanaan BOS ini kami
berharap pelaksanaan BOS akan terlaksanan sesuai dengan yang direncanakan
dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan maupun penyimpangan yang
terjadi.” (wawancara derigan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12
Januari 2010)

» “Dengan adanya“daporan yang dibuat oleh pihak sekolah akan dapat
membantu kami-mengelahui apakah pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai
dengan rencana dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pihak
sekolah \dalam melaksanakan program BOS” (wawancara dengan tim
pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

= “Laporan yang dibuat sekolah tentang pelaksanaan BOS sangat membantu
kami menngetahui gambaran perlaksanaan BOS di setiap sekolah yang
menerima dana BOS” (wawancara dengan Kepuala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

= “Kami selalu melaporkan pelaksanaan BOS di sekolah kami baik itu laporan
per triwulan maupun laporan akhir tahun. Laporan tersebut sebagai gambaran
pelaksanaan BOS di sekolah kami. Dengan adanya laporan ini diharapkan
dapat membantu pihak terkait mengenai gambaran pelaksanaan BOS di tempat
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kami.” (wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 7 Januari
2010)

3. Bagaimana proses pemeriksaan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan
penyimpangan dana BOS?

s “Dalam pelaksanaannya, bantuan BOS sering terjadi pelanggaran oleh
beberapa oknum. Oknum ini biasanya orang yang terlibat langsung ferhadap
penyaluran dana BOS. Pelanggaran yang dilakukan masih dalam katagori
ringan sehingga tidak memerlukan proses hukum lebih lanjut hanyo
diselesaikan secara musyawarah bersama.” (wawancara dengan tim pelaksana
BOS tanggal 6 Januari 2010)

= “Pelanggaran yang sering terjadi selalu merugikan pelaksanqan’ BOS oleh
karena itu setiap pelanggaran baik ity pelanggaran \wewenang maupun
penyimpangan penggunaan dana harus diproses~dan/diselesaikan. Dan
penyelesaiannya diupayakan secara kekeluargagn Karena kalo sudah masuk
ranah hukum akan berkepanjngan.” (wawancard dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Jonudri 2610)

= “Untuk menghindari pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan BOS kami
selalu mengimbau untuk melakukan” pengawasan bersama yang melibatkan
semua pihak terkait sebagai alat/kontrol pelaksanaan BOS.” (wawancara
dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)

» “Pelanggaran dalam pelaksanaan BOS dapat diantisipasi dengan pengawasan
secara melekat yang(melibatkan berbagai elemen termasuk masyarakat.”
(wawancara dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

»  “Kami merasa, _dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak pelkasnaan
BOS dapat—berjalan sesuai dengan rencana dan akan tepat sasaran”
(wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11
Januari 2010)

= “Kami merasa senang karena kami dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan
BOS. Sehingga kami dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan BOS
dan kami dapat meyakinkan masyarakat lainnya bahwa pelaksanaan BOS
dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan” (wawancara dengan
Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)
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D. Hasil Pelaksanaan BOS
1. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap peserta didik/siswa?

s “Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing ini sangat dibutuhkan masyarakat
untuk meringankan biaya sekolah anak mereka dan diharapkan dapat
mewujudkan pendidikan belajar 9 tahun.” (wawancara dengan tim pelaksana
BOS tanggal 6 Januari 2010)

» “Dampak dari pelaksanaan BOS dapat dirasakan oleh masyarakat luas salah
satunya menurunnya jumlah siswa putus sekolah pada sebelum iahun 2005 di
kecamatan Belimbing minimal rata-rata siswa putus sekolah mencapai 1 orang
persekolah tetapi sejak ada pelaksanaan BOS jumlah tersebut mengalami
penurunan dari seluruh sekolah dasar di kecamatan hanya 2 sekolah yang
masih terdapat siswa putus sekolah. (wawancara dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

s “Program BOS sangat membantu kami dalam mengurangi angka siswa putus
sekolah. Karena dana yang diberikan sangat membaniu/meringankan biaya
khususnya untuk siswa yang kurang mampu’{wawancara dengan Kepala
Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

= “Kami merasakan dampak dari pelaksariaan BOS itu, selain dapat melengkapi
fasilitas seperti buku pelajaran, alat peraga dan lainnya juga bermanfaat untuk
siswa yang kurang mampu. Sehingga” mereka dapal tersu melanjutkan
pendidikannya” (wawancara dengdn Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing
tanggal 11 Januari 2010)

* “Bantuan BOS sangdl\menmibantu saya untuk dapat melanjutkan pendidikan
karena sekarang saya'sekolah gratis dan juga saya mendapat bantuan buku-
buku pelajaran” (wawancara dengan siswa SD negeri di Kecamatan Belimbing
tanggal 13 Jarwari 2010)

«  “Pelaksanaan’BOS sangai meringankan kami dalam membiayai anak kami
sekolah. Kdarena anak kami dapat sekolah dengan gratis dan mendapat buku
pelajaran.” (wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal
12 Januari 2010)

s “Pelaksanaan BOS di Kecamatan Belimbing selian membantu siswa tidak
mampu juga dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler
yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat siswa terhadap
bidang tertentu.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari
2010)
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*» “Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat juga dipergunakan untuk
meningkatkan kemampuan dan kualitas siswa dibidang akademik dan
nonakademik. Di bidang nonakademik dana BOS dapat dipergunakan untuk
mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan bakat dari
siswa sesuai dengan bidang yang diminati”. (wawancara dengan Kepala
Bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

»  “Kami sangat terbantu dengan adanya program BOS ini, karena selain dapat
memenuhi  kebutuhan sekolah baik ity kebutuhan akademik maupun
nonakademik atau ektrakurikuler. Sehingga harapan kami siswa selain memiliki
kemampuan akademik yang baik juga menguasai keterampilan sesuai dengan
bidang vang diominati melalui kegiatan ekstrakurukuler” (wawancara dengan
Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010}

s  “Dengan adanya dana BOS kami dapat mengembangkan kemampuan siswa
diberbagai bidang sesuai dengan minat dan bakatnya  melxiui kegiatan
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebelumnya sulit kami laksanakan
karean kerterbatasan anggaran tetapi sekarang dapat.kami loksanakan karena
adanya bantuan BOS” (wawancara dengan Gurd SD viegeri di Kecamatan
Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

s “Sejak adanya program BOS, kegiatan ekstrdkurikuler di sekolah kami dapat
dilaksanakan. Kami sangat senang karena kami dapat mengembangkan
kemampuan kami sesuai bidang yang kami-minati” (wawancara dengan siswa
SD negeri di Kecamatan Belimbing.tanggal 13 Januari 2010}

= “Kami melihat sejak adanya bantuan BOS, kami melihat anak kami lebih
banyak waktu untuk mélakukari kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler “sesuai dengan minat dan keinginannya. Tetapi
sebelum adanya dana BOS kami sering melihat anak kami melakukan kegiatan
yang tidak bermanfact diluar jam sekolah karena di sekolah hanya mengikuti
kegiatan belajar mengajar setelah itu mereka bebas bermain di rumah.”
(wawantara dengan Masyarakat di Kecamaian Belimbing tanggal 12 Januari
2016}

2. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap tenaga pendidik?

»  “Dana BOS juga dapat dipergunakan untuk menghembangkan profesionalisme
guru. Hal ini dapat dilakukan karena profesionalisme guru ini juga merupakan
bagian dari tujuan program BOS untuk mewujudkan progam pendidikan dasar
9 tahun.” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari 2010)
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» “Selain dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan
nonakodemik dari siswa sekolah, program BOS ini juga membantu peningkatan
dan pengembangan kualitas guru yang diharapkan dapat memberikan
pengajaran yang lebih baik kepada siswa”. (wawancara dengan Kepala Bagian
di Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)

» “Dengan adanya bantuan BOS kami dapat mengalokasikan dana untuk
mengembangkan profesionalisme guru yang dapat berguna untuk meningkatkan
kemampuan siswa disekolah kami.” (wawancara dengan Kepala Sekolah
Penerima BOS tanggai 8 Januari 2010)

s “Kami merasa senang dengan adanya bantuan BOS ini. Karena kami dapal
mengembangkan kemampuan profesivonalisme kami melalui  pelatihan,
KKG/MGMP dan KKKSMKKS. Hal ini dapat kami lakukan kerena telah
dianggarkan dengan menggunakan bantuan BOS” (wawancara dengan Guru
SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11 Januari 2010)

» “Kami merasa setelah mengikuti pelatihan, para guru memiliki kemampuan
mengejar lebih baik hal ini terlihat setelah guru tersebut mengikuti pelatihan
dan pendidikan.” (wawancara dengan siswa~\SI)/negeri di Kecamatan
Belimbing tanggal 14 Januari 2010)

s “Kami melihat pengggunaan dana BOS juga dimanfaatkan untuk peningkatan
profesionalisme guru dengan membidgyqi seluruk kegiatan yang berkaitan untuk
meningkatkan  profesionalisme . tersebut. Hal ini sangat baik untuk
mensukseskan  tujuan dari ( pendidikan nasional.” (wawancara dengan
Masyarakat di Kecamatan Belimbing tanggal 12 Januari 2010)

3. Bagaimana dampak pelaksanaan BOS terhadap kondisi sekolah?

» “Dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai perawatan sekolah
sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dana
tersebut, hanya diperuntukan untuk biaya perawatan bukan untuk melakukan
renovasi baik itu kecil maupun besar apalgi membangun bangunan atau
menambah ruang” (wawancara dengan tim pelaksana BOS tanggal 6 Januari
2010)

= “Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maka dibutuhkan sarana dan
prasarana yang mewadai. Oleh kerena itu, perlu adanya biaya perawatan
sekolah yang biayanya diambil langsung dari anggaran BOS”. (wawancara
dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi tanggal 4 Januari 2010)
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3. Bagaimana faktor pengawasan dapat mempengaruhi pelaksanaan BOS?

s “Unituk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOS kami
berharap perlunya adanya pengawasan termasuk pengawasan independen dari
masayarakat umum atau LSM" (wawancara dengan tim pelaksana BOS
tanggal 6 Januari 2010)

» “Kami selalu menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan BOS
bila perlu dibentuk suatu tim independen yang dapat mengawasi pelaksanaan
BOS sehingga menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan
BOS”. (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
tanggal 4 Januari 2010)

» “Kami selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sehingga
pelaksanaan BOS dapat berjalan sesuai dengan rencana awal” (wawancara
dengan Kepala Sekolah Penerima BOS tanggal 8 Januari 2010)

» “Pengawasan terhadap pelaksanaan BOS sangat kami harapkan baik itu dari
dinas maupun dari masyarakat sehingga dapat membexi_masukan terhadap
pelaksanaan BOS dan juga untuk menghindari_texfadinya penyimpangan”
(wawancara dengan Guru SD negeri di Kecamatan Belimbing tanggal 11
Januari 2010)

s “Pelaksanaan BOS perlu adanya tim-pengawas dari luar unfuk menjamin
terlaksannya dengan baik dan sesuai-dengan yang diharapkan” (wawancara
dengan Masyarakat di Kecamaton Belimbing tanggal 12 Januari 2010)
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